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PENGANTAR EDITOR

Persembahan rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT Rabb yang
Maha Kuasa, atas segala limpahan dan rahmatnya, sehingga terselesainya
buku ini dengan tema : "Dimensi Hukum Internasional”. Buku ini
merupakan buku seri monograf dengan kajian hukum internasional dari
berbagai aspek. Gagasan utama atas terbitnya monograf ini merupakan ide
bersama beberapa dosen bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas  Lampung, guna menvalurkan  hasil penclitian  yang
dipublikasikan serta karya-karva ilmiah bagian hukum internasional,
Harapan selanjutmyva seri monograf ini dapat terhit setiap tahunnya,

Buku ini bukanlah sebuah buku teks, hanva kumpulan tulisan ving
materinya  diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing penulis  dan
tentunya sesuai dengan minat kajlannya, Kumpulan tulisan ini Jjuga berisi
hasil penelitian dan artikel dari beberapa akademisi‘staf Fengajar dari
Fakultas Hukum Universitas Lampung dan beberapa dari perguruan tinggi
lainnya, Buku ini  merupakan kapita selekia atau kumpulan wlisan vang
merupakan intisari dari  berbagai topik  dengan  kekhususan  hukum
internasional. Semoga substansi isi dalam buku inl dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional,

Akhimya kata kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas bantuan vang telah
diberikan pada penulis dalam menvelesaikan monogral ini, semoga Allah
SWT membalas budi baik vang diberikan, Amiin Amiin va Rabbal * Alamiin.

Bandar Lampung, Januari 2014

Editor

Dr. Heryandi, 5.H., M.5.
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PERANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNASIONAL

Melly Aida, S H.M.H.! & Ria Wierma Puiri’

A, Pendahuluan

Dralam interaksi sosial manusia Gdak jarang luput dari kesalshan, ¥ang
biasanva menimbulkan konlik akibat adanva kepentingan-kepentingan vang
saling berbenturan. Begitu pula dengan negara maupun aktor-aktor dalam
hubungan internasional lainnya, dimanz hubungan vang terjalin begitu
kompleks sehingga konflik sanpat mudah terjadi. Dalam hobungan antar
negara, sengketa acapkali terjadi akibar perebutan wilayah perbatasan,
sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan juga isu-isy
sosial lainnya. Oleh karena itu vang seharusnya memainkan petanan di sini
adalah hukum internasional, vang mengatur mekanisme hubungan yang
terjadi antar akior internasional dengan mengedepankan prinsip perdamaian
dan keamanan internasional.”

Dalam  hukum  internasional  publik, sengketa internasicnal dapat
didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenal sebuah
fakta, hukwm, atau kehijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain,
Berbagai mewde penvelesaian sengketa telah berkembang sesual dengan
luntutan jaman. Metode penvelesaian sengheta dengan kekerasan, misalnya
perang, invasi, dan lainnya, telsh menjadi solusi bagi negara sebagai subjek
utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara  kekerasan yang
digunakan tersebul akhimva direkomendasikan untuk tidak digunakan lagt
semenjak Jahimya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907,
vang kemwlian menghasilkan Convention on the Pacific Seitlement of
International Disputes 1907, Namun karena sifatnya vang rekomendaril dan
lidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa
untuk melarang negara-negara melakukan  kekerasan sehagai  metode
penyelesaian senghketa.

, Lekioe Kepals paiks Bagian Hukum Imemasional Fakuttses Hikm Universits Lampung
Stal Pengajor Bagisn Hubum Inlemasional Fakulas Hukum Universias Lampeng. Sast i sedang
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Pasca terjadinya Perang Dunia 1 (PD [), seiring itupula Kelahiran
League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga intergovernmental,
lembaga i dianggap pagal karena tidak mampu mencegah tepadinya
penvelesalan sengketa dengan kekerasan antar negara. Karena LBB terhukii
tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah rerjadinya Perang
Dunia 11 (PD 1) Dari kondisi seperti ftulah, negara-negara yang terlibat
dalam PD I kemudian membentuk United Matons (PBB) sebagai pengganti
dari LBB. Kelahiran PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya hal serupa
PD I dan 11,

Dalam hubungan antar negara sampai saat ini, PBB welah menjadi
organisasi intergovernmental vang besar. Dengan keanggotaan 193 negara,
UN Chaner (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak
negara untuk menyelesaikan sengketa deagan damai. Pencantuman prinsip
penyelesaian sengheta secara damai di dalam Piagam, memang mutlak
diperlukan. Selain karena PBB berujuan untuk menjaga kedamaian dan
keamanan internasional, negara-negara anggota PBR membumhkan panduan
dalam melaksanakan wjuan PBB rersehut.

Perserikatan Bangsa Banpgsa (PBB) didirikan dengan tujuan untuk
memelihara perdamaian dan keamanan, untuk mengembangkan hubungan
hersahabat dan kerjazama antar bangsa dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial,  kebudavaan, dan  kemanusiaan serta memajukan
penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar,”

Setiap Badan yang ada dalam Perserikatan Banpsa-Bangsa (PBE)
memiliki peranan dan kewenangannva masing-masing, salah satunva vaitu
Sekretaris Jenderal {Sekjen). Badan ini memiliki kekuasaan dalam hal
penyelesaian senpketa,” untuk kemudian membawa ke Dewan Keamanan
sengketa-sengketa  yang menurut  pendapatnya  dapat  membahayakan
perdamaian dan keamanan internasional, Ketentuan ini memberikan hak
inisiatil pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah peramaian dan
keamanan internasional.”

Berdasarkan Pasal 98 Piagam PBE menyatakan bahwa Kerja Sekjen
dalam bidang peyelesaian sengketa terbagi dalam dua bagian vang berbeda,
Di satu sist terdapat fungsi yang diwakili oleh Dewan Keamanan dan Majelis
Umum, sedangkan menurut Pasal 99 di sisi lain berbagai tugas yang diambil
atas permintaan pihak-pihak, atau atas prakarsa Sekjen sendiri karena
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wewenangnya.' Tidak jarang pula Sekjen mendapal tugas politik tertenm
untuk menyelesaikan suany sengketa, baik ity negara dengan negara T T
negara dengan entitgs sibjek  hukum iternasional lainnya. Berdasarkan
Uraian di atas Maka penelitian ini berjudy] "Peranan Sekretans Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penvelesajan Sengketa Internasional”

Dari uraian latar belakang di atas. maks diidentifikasi beberapa
permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimana peranan
Sekretaris  Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa  dalam penyelesaian
senghketa menurut hukum intemasionagl ?

B. Pembahasan

. Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam
Penyelesaian Senghets Menurut Hukum Internasional

Peran  yang  dimainkan hukum  imternasional dalam  penyelesaian
sengheta intemnasionsl adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang
Dersenghketa menyelesaikan sengketanya menurt hukym internasional,
Dralam perkembangan dwalnya, hukum mternasional mengenal dua cara
Penvelesalan yvaity carg Penyelesaian secara damai dan perang (militer), Carg
perang untuk menyvelesaikan sengketa merupakan carg vang telah diakui dan
diprakiekkan lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atay

Penyelesaian sengketa secar damai merupakan hukum positit bahwa
PeRpgunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan plch
karena iy sengketa-sengketa intemasional narus diselesaikan secarg damai
Keharusan ini pada mulanya dicantumkan dalam Pasal T Komvensi mengenaj
Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada
langgal 18 Okiober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayar 3
Plagam Perserikatan Bangsa-Banpsa (PBB) dan selanjutnya oleh Deklaras|
Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat Dan
Kerjasama Angar Negara vang diterimg oleh Majelis Umum PBB pada
tanggal 24 Okwober 1970, Dajam deklarasi tersebut memines FPAr Semia
Negara menyelesaikan senpkery meteka dengan cara damat sedemikian rupa
agdr perdamaian, keamanan internasional dan keadilan ridak tergangpn,
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Pada pokoknya, ada banyak sengkela yang hisa diserahkan dan
kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi
karena salah salu aau kedua negara enggan menyerahkannya kepada
pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya, Dalam hal
imi vang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan
jurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa, Meskipun
sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan
sengketa politik, namun ada tiga golongan pendapal penting  yang
berkembang dafam hukum internasional, '™

Pendapat pertama, menurut Wolfgang Friedmann, meskipun sulit untuk
membedakan kedua pengertian antara senghketa politik dan hukum, samun
pembedaannya dapat tampak pada konsepsi senghetanya, Konsepsi sengketa
hukum memuat hal-hal berikut'':

a) sengketa hukum adalzsh perselisihan-perselisihan antara negara vang
mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan
hiskum yang ada atau yang sudah pasti;

b} sengketa hukum adalah sengheta-sengketa vang sifamya mempengaruhi
kepentingan vital negara, seperti integritas wilavah dan kehormatan atau
kepentingan-kepentingan penting lainnya dari suatu negara;

c) sengketa  hukom  adalah  sengketa dimara  penerapan  hukum
internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suat putusan yvang
sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan progresif
hubungan-hubungan internasicnal;

d) sengketa hukumn adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan
persenghetaan  hak-hak hukum yang dilakukan melalui twnoetan-
tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu Bukum yang
telah ada,

Salah satu Tujuan didirikannya PBB adalah untuk menjaga perdamaian
dan keamanan dunia internasional. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1)
Piagam PBR:
* To maintain international peace and security. and to that end:to
take effective collective measures for the prevestion and removal of
threats to the peace , and to the bring about by peacefu! means, and
in conformity with the principles of justice and international law,
adjustment or sefttement of international disputes or situarions
which might lead to a breach of peace”

™ Hueaba Aadolf. opcr?, hlm. 34
! Wi, hleni. 4.
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lelas disebutkan di situ bahwa setiap negara memiliki peranan dan
fungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional.

Pasal 2 ayat (3) Piagam lebib lanjut memberikan pengaturan dalam
melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut. Pasal ini mewwajibkan seluruh
negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara
damai dalam menvelesaikan sengketa,

Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan lehih
lanjut aleh Plagam PBB Pasal 33 :

* Paru pihak dalom suam persengketaanyang tampaknya senghero
lersebut akan membahayakan perdamaian dan keomanan indermasional,
harus pertama-tama  mencari penyelesaian dengan cora  negosiasi
(perundingan), penvelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan,
menverabkannye kepada  badan-badan  regiona!  atau Orgamisasi-
arganisasi, atou corg-cara penvelesaion damai lainnya yang merckiz
pulih
Tujuan FBB Pasal 1 avat (1) menyatakan bahws memelihara
perdamaian dan keamanan internasional dan untuk it mengadakan
tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyvapkan
ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian;
dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serla sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau
penyelesaian pertikaian-pentikatan internasional atan keadaan-keadaan vang
dapat menggangeu perdamaian.

Dalam Pasal 2 terdapat dua kewajiban untg menempuh  cara-cars
penyelesaia sengketa secara damai vang pertama Pasal 2 aval (3) Piagam
PBE. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempukh
cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat {3) menyatakan
bahwa: All Members shall sentle their international disputes by peaceful
means in such o manner that international peace and security, are not
endangered. Kata shall {harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu
kata kunci vang mewajibkan negara-negara untuk hanya menempuh cara
damai saja dalam menyelesaikan sengketanya, Yang kedua, Kewajiban
lainnya vang terdapat dalam Piagam terdapat dalam pasal 2 ayat (4). Pasal
ini menyatakan bahwa dalam hubungan intemasional, semua megara harus
menahan diri darl penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan
penggpunaan senjata terhadap negara lain atau cam-cara yang tidak seswai
dengan tujuan-tujuan PBB. Pasal 2 ayat (4) berbunyi: “All Members shall

#
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refrain in their international relations from the threat or use of force against
the territorial integrity or political independence of any state or in any
manner inconsistent with the purpose of the United Nations,""'

Penekanan dari dua kewajiban yang termang di dalam kedua avat di
atas, yaim adalah kewajiban menahan diri menggunakan cara kekerasan atau
ancaman kekerasan, Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri
sendiri. Plagam PBBE  tdak menyatakan kewajiban negara-negara
berdasarkan pasal 2 avat (3) untuk menahan dirt dani penggunaan kekerasan
taw ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 2 ayat {4).
Dengan kata lain, kewajiban yang rerdapat dalam  ayat (3} bukanlah
merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapa
dalam avat (4). Sebaliknya, Piagam menetapkan kewajiban terhadap
anggolaanggolanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai
sehagal suatu atran yang berdin sendiri dan aturan dasar atau aturan
fundamental PBB. Karena itu pula kewajiban pasal 2 avar (3) tidak
dipandang sehagal suatu kewajiban yang pasif, Suatu kewajiban yang
rerpenubi manakala negara yang hersangkutan menahan dirinya untuk tidak
menggunakan kekerasan atan ancaman kekerasan, o

Pasal 2 ayat (3). sebagaimana tersurat dalam bunyi hetentuannya,
mensyaratkan negara-negara untuk secara akeif dan dengan itikad baik untuk
menyelesaikan  senghketa-senghetanya secard damai sedemikian rupa
sehingga perdamaian dan  keamanan internasional serta keadilan tidak
terancam. Kewajiban penyelesaian sengheta secara damai ini dijelaskan
Jebibs lanjur aleh pasal 33 Piagam PEB. Lengkapnya, pasal ini menyatakan '

“Para pihak dalam suaw bersengheta yang nampaknya sengketd
sersebut akan  membahayakan perdamaian  dan  keamanan
internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian ilengan cara
negosiasi (perundingan), penyvelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase,
pengadilan, menyerahkannyd kepada organisasi-organisasi  atau
badan-badan regional, atau cara-rara penyelesaian damai lainnya
yang mereka pilih."

Hukum Internasional  pada  umumnya membedakan  sengketa
internasional menjadi dua jenis, yaitu sengketa palitik dan sengketa hukum.
Sengketa politik lalah  senghketa dimana suate negara mendasarkan
tuntutannya atas periimbangan non yuridis misalnya atas dasar politik ataw
kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa
dimana suatu MEgara mendasarkan tuntutannya atas ketenman-ketenman

il Bime L
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dalam sualu perjanjian internasional atau ketentuan-ketentuan yang telah
diakui oleh hukum internasional, "

Merode atau cara penyelesalan kedua jenis sengketa internasional i
telah ditetapkan didalam Pasal 33 Ayan (1) Piagam PBB, yang menegaskan :

The Parties to any dispute, the continuance of which is likely o
endanger the maintenance of infernarional peoce and security, shall,
first of all, seek o solution by negotiation, enquiry, mediation,
conciligtion, arbitration, judicial settlement, resort to regiomal
agencies or arrangements, or other peaceful means of their own
choire,

Metode atau cara penyelesaian sengketa internasional secara damai
sebagaimana vang ditetapkan didalam Pasal 33 Avat (1) Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa tersebut dapar dikategorikan menjadi dua golongan yaitu
metode penvelesaian sengketa melafui pengadilan dan metode penyelesaian
diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa didalam pengadilan terdini dari
penyelesalan sengketa melalui badan arbitase dan penyelesaian hubum
sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalul negosiasi, jasa
baik, mediasi atau penyelesain regional atau jalan damai laln sesuai dangan
pilihan mereka.” Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang
dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui
saluran diplomatik biasa.” Negosiasi merupakan metode unruk penvatuan
perbedaan masalah yang bersifat internasional.”’ Cara ini sangat praks dan
sangat efekiif, karena para pihak dapar berrhubungan langsung dan dapat
memberikan apa yang ingin diinginkannya, namun kedua belah pihak Juga
harus bijak dalam menentukan dan berindak agar proses penyelesaian
senghketa dapat terwujud. Negosiasi juga merupakan proses dialog antara
kedua belzh pihak deng.an tujuan untuk mencari peavelesaian dan tanpa
melibatkan pihak ketiga ™’

Akan tetapi apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara
damai dan potensi dart sengketa itu diperkirakan akan MEnggangm
perdamaian dan keamanan internasional maka Perserikatan Bangsa-Bangsa
sebagai salah satu-satunya organisasi internasional universal dan terhesar
didunia  dapat  mengambil  tindakan-tindakan vang perlu guna
menyelesaiakan sengketa i, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam usaha
pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut memilikl dua
tanggung jawab vang berbeda, vaitu mencegah dan menghentikan konflik

"* Boer Muuna vpretd . Hhm 1ER,

" Surmany Suryukusamao. (gnemisa dmermaseon Linvcrsitas Indonesa Press, Fakara, 1957 2l 4.
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bersenjata dan membantu  pihak-plhak yang bersenghketa  untuk
menyelesaikan pertikaian mereka secara damal. ™

Upaya untuk mencegah dan menghentikan konflik bersenjata serta
membanty para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan penikaian
speara damai dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalul 4 {empat)
tindakan"':

g, Preventive Diplomacy adalah sua tindakan umuk  mencegah
timbulnya suatu sengketa diantara para pihak, mencegah meluasnya
sengketa atau membatasi perfuasan suatu senghketa.

b. Pegee Moking adalah tindakan untuk membawa para pihak untuk
saling sepakat khususnya melalui cara-cara damai scperti vang
terdapat dalam BAB V1 Piagam PBB. Tujuan PEB dalam hal ini
berada didalam rugas mencegah konflik dan menjaga perclamaian,

¢. Peace Keeping adalah tindakan untuk mengarahkan kehadiran PBB
dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para prilak
yang berkepentingan.

d. Pegee Building adalah tindakan umwk mengidentifikasi  dan
mendukung struktur-strukior yang ada guna memperkual perdamaian
untuk mencegah konflik yang telah didamaikan berubah kembali
menjadi kontlik.

. Peace Enforcement adalah wewenang Dewan Kemanan berdasarkan
Plagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang mesupakan
ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu tindakan agresi.

Kemampuan Sekjen PBB untuk mengambil tindakan untuk memelibara
penvelesaian sengketa berdasarkan prakarsanya sendiri, tentu saja tidak
membawa jaminan apapun bahwa intervensi semacam ini akan berhasil.
Sebagai cara menyelesaikan senghketa, jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan
penemuan fakua sangat tunduk pada pemaksaan vang sama sehingga apakah
rara itu dilakukan oleh Sekjen dan wakilnya atau pihak loar 2

Dalam melaksanakan prakarsa tersebul, aktifitas Sekjen secara crat
berhubungan dengan kegiatan badan lain PBB. Dalam kasus rudal sengheta
ini di bawa kedepan Dewan Keamanan melalui keterlibatan Sekjen dan
dalam sengketa Malvins serta Kashmir jangka wakiu kegiatan diplomasi
oleh Sekjen mendahulul mandat Dewan Keamanan.’® Pada pembahasan ini
hanya menitik beratkan pada beberapa contoh kasus atas peran Sekjen PBB
atas heherapa sengketa antar negara yang diselesaikan melalui jalan damai.

10 Mernlls. g, Wm 220
* Huala Adalf. op.cie, Him 9597
7160, Ml e i, hlpa 154
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Sekretaris Jenderal Perserikatan Banpsa-Bangsa sebapai salah sa
badan wtama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering herperan dalam
membantu para pihak vang bertikai untuk menyelesatkan sengketanya secara
damai. Sekretaris Jenderal PBE dalam melakukan peranan penyvelesaan
sengheta internasional memiliki dua peran wang berbeda vaitw (i) mewakili
Majelis Umum ataun Dewan Kemanan dan (i) berperan atas prakarsa sendiri
dtau atas permintaan para pibak yang bersengketa, ™

Peranan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
penyelesatan sengketa internasional baik dalam hal mewakili Majelis Limum
atau Dewan Keamanan maupun atas prakarsa atau penmmintaan para pihak
akan dijadikan objek pemhahasan dalam mulisan ini.

L. Peranan Sekjen PRB Sebagai Wakil Dewan Keamanan Dan Majelis
Uniwm =

Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak atas nama Dewan Keamanan
dan Majelis Umum dalam penvelesaian sengketa internasional adalah Pasal
98 Piagam PBB. vang mengatur sebagai berikus :

The Secretary General shall act in thar capacity in all meeting of the
Czeneral Assembly of the Security Council and shall perform such
other functions os are entrusted 1o him by these organs, The
secretary Ceneral shall make an annual report to the General
Assembly or the work of the Organizarion.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Piagam PRB Sekretaris Jenderal dapat
bertindak mewakili Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan
Sosial dan Dewan Perwalian untuk melakukan tugas-tugas vang diemban
kepadanyva dengan svarat harus membuyat laporan tahunan mengenai wgas
tersebut kepada Majelis Umum.

Hubungannya dengan penyelesaian sengketa internasional, oleh karena
salah satu tugas dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan adalah bertugas
menyelesaikan sengketa internasional maka herdasarkan Pasal 98 Fiagam
PBB tugas itw dapat limpahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB idengan
syarat Sekretaris Jenderal harus memberikan laporan tahunan kepada Majelis
Umum mengenai tugas yang diembannya.

Untuk mengetahui dan memahami peranan vang harus dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal PBE dalam hal mewakili Dewan Keamanan dan Majelis
Umum menyelesaikan sengketa internasional maka terlebih dahuly prerlu
diketahui tugas-tugas dari kedua Badan utama Perserikazan Bangsa-Bangsa
rersebur

" Lihat Article U8 & 99 Piagam PHE



Pada prinsipnya tugas Dewan Keamanan dalam menyelesaikan
sengketa internasional meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :™

Dewan Kemanan menyarankan penyelesaian secara Negosiasi,
Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian melalul Negosiasi.
Pengusulan penvelesaian melalui jasa-jasa baik.

[hewan Keamanan mengusulkan Pencarian fakta dan penyelidikan,
Dewan Kemanan menyarankan penyelesatan sengketa melalui 1C).
Dewan Keamanan memhbentuk Pasukan Perdamaian PBEB.

TR e o

Dewan Keamanan mengusulkan upaya atau prosedur damai.

£

Dewan Keamanan Menjaruhkan Sanksi.

Selanjutnva tugas dari Majelis Umom dalam penyelesaian sengketa
tnternasional adalah menetapkan resolusi-resolusi penyelesaian sengketa
secora damal oamuen cesolust vang dikeluarkan tdak beesifar mengikat
melainkan hanya bersifat rekomendarif, ™

Berdasarkan tugas-tugas dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum
PBB, maka peranan Sekretaris Jemderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
mewakili Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam penyelesaian
sengketa internasional secara damai adalah berperan sehagai pihak ketiga
seperti sebagai pemberi jasa baik, mediator atau sebagai konsiliator,

a. Peranan Sekjen PBB Mewakili Dewan Keamanan PBE dan Majelis
Umum PBB sebagai Mediator.

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individe vang tidak
berkepentingan dalam suatu  senghketa internasional wvang bertujuan
membawa ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi
diantara para pihak vang hersengketa tersebur, o

Selanjutnya  secara implisit  1.G.  Merrils’  juga  sebenamya
mengemukakan pengertian Mediasi vang dapat disimpulkan bahwa mediasi
atlalah metode atau cara penvelesaian sengheta melalui campur tangan pihak
ketiga untuk memecahkan jalan buntu serta menghasilkan penyelesaian vang
dapat diterima.

Pihak ketiga vang turut campur tangan didalam penyelesaian sengketa

melalui mediasi lazimnya disebut mediator dan yang dapat berperan sebagai
mediator ialah negara, organisasi internasional dan individu. Peranan

* Hagaka Agdalf, st hlen, HH-] 6

™ Likat galongan-goebongam resehasi Majelis Umum didalam Sumarps Sizvolosum, Sudunm Cegiisisasl
fnjermaeiored . Dlipvwerssbes Idonesia Press, Iankpme, 19HT Bl £
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mediator baik itu negara, organisasi internasional maupun individu adalah
harus berperan secara aktit dalam negosiasi serta dapat memberikan saran-
saran mengenai  benluk-bentuk penvelesaian bagi para mhak  vang
bersengketa,

1.G, Memrils membagi fungsi mediasi menjadi tga, vaie™:

. Mempromosikan suatu  penvelesaian  sengketa vang dapat
memuaskan sermua pihak.

2. Apabila sengketa telah mengakibatkan pemutusan hubungan
diplomatik maka Fungsi mediator adalah memulihkan kemball
hubungan dan merundingkan  persetujean untuk  mengakhiri
sengketa, melonggarkan ketegangan dan mengembangkan ruang
lingkup negosiasi.

3. Merupakan saluran intormasi vang efektif.

f'g;!ﬁnhrl Burhan Tsani membagi lungsi mediasi menjadi 2 {dua),
yaitu:

d] Fungsi prosedural yaitu dapat melicinkan jalannya negnsiasi dan
membanm tercipianya  penyvelesaian yang bisa diterima oleh
kedua belah pihak, melalu: cara memperkenalkan unsur-unsur
atau ide-ide baru kemudian membicarakan dengan para pihak
secara terpisah atau mengemukakan sam ide yvang disarankan
oleh salah satu pihak aopa membuka sumbernya.

b

il

Fungsi substantif vaite usul atau ide-ide yang di usulkan oleh
mediator  bisa diterima oleh para pihak  karena  dianggap
meérupakan  suatu kompromi penvelesaian  vang  adil, rdak
memihak dan wajar serta bobot penyelesaian mediator sanga
tergantung pada reputasi mediator werhadap keadilan dan sikap
tidlak memihak.

Berdasarkan pengentian  dan  fungsi mediasi  tersebut  apahila
dihubungkan dengan peran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
sehagai mediator maka peran vang harus dilakukan oleh Sekretaris Tenderal
PBE adalah secara akaif ikut serta dalam perundingan-perundingan diantara
para pihak dan memberikan saran-saran penyelesaian yang bersifat adil dan
tidak memihak. Apabila hubungan antara kedua negara vang berselisih
menemul hambatan maka tugas dari Sekretaris Jenderal PBB  adalah
memulihkan kembali hubungan baik kedua negara dan menawarkan cara-
cara penyelesaian yvang memungkinkan diterima oleh kedua negara.

" i, him 35-30
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Tugas-tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PEB sebagai
mediator it harus melaporkan kepada Majelis Umum mengenal lugas-tugas
vang dilakukan atau hasil penyelesaian yang dicapai. Dalam kasus dimana
welah pecah konflik bersenjata  biaasanya maandat  Sekjen termasuk
permintaan bahwa dia menggunakan jasa baiknva dalam usaha uniuk
menjaga gencatan senjata,

Peranan Sckretaris Jenderal PBB dalam mewakili Dewan Keamanan
dan Majelis sebagai mediator telah dilakukan dalam perselisihan-
perselisihan, antara lain ketika India dan Pakistan berperang memperebutkan
Kashmir pada tahun 1965 Dewan Keamanan merminia Sekjen PBE untuk
mencoba setiap usaha yang mungkin guna mecapai tujuan mengakhiri
peperangan itu. Contoh lainnya atas peran Sekjen PBB U Thant sangailah
penting terutama dalam pembongkaran situs misil Kuba. Adam Roberts dan
Benedict Kingsbury dalam bukunya Presiding Over o Divided World:
Charging UN Roles, 1945-1993 mengatakan bahwa peran sekjen PBB telah
berkembang secara signifikan sejak tahun 1945, la mengatakan bahwa
sekretanis jendral telah mempunyai fungsi vang sangat luas: penemuan fakia;
mediator dalam perselisihan antarmegara; dan merespon  krisis  Yang
berkembang dengan cepat dimana organ lain PBB hanya mempunyai sedikit
kemungkinan untuk melakukan sesuatu, ™

b. Peranan Sekjen sebagai Pemberi jasa baik.

Jasa baik atau Good Offices adalah tindakan pihak ketiga yang
membawa kearah negosiasi  atau  yang  memberl  fasilitas kearah
terselenggaranya negosiasi dengan fanpa berperan serta dalam  diskusi
mengenai substanst atau pokok sengketa yang bersangkutan. *

Jasa Baik {Good Offices) merupakan salah satu  benwk dari
penyelesaian senghketa melalui mediasi namun antara mediasi dan jasa baik
memiliki persamaan dan perbedaan

Persamaannya ialah (1) baik jasa baik maupun mediasi ada campur
tangan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengheta mereka secara damai
diantara para pihak, (2) baik jasa baik maupun mediasi didalam hukum
internasional  hanya  diakui mempunyai  sifat memberi  nasehat  atau
pertimbangan  dan  bukanlah mempunyai kekuatan - yang menglkat,
Sedangkan perbedaan antara jasa  baik dengan mediasi ialah pada
penyelesaian jasa baik pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan
dan mengusulkan dilakukannya penyelesaian tanpa id sendiri secara akiif

4 dam Roberts dan Benedicy Kingsbury, Presiding Cver a Dinvided Wordd: Chargang LN
Roles 1945-1 907, Lynee Riener Publishers, Limdon, 994, him. Rl
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ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan
secara seksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebul. Sebaliknya
dalam mediasi pihak yang melakukan mediasi memiliki sualu peran yang
lebih akuf dan ikut serta dalam negosiasi-negosiasi serta mengarahkan
pthak-pihak yang bersenghketa sedemikian rupa sehingga jalan penyelesaian
dapal Ln:'n_npdl meskipun wsulan-usulan yang diajukan ita tidak memilikl sitat
mengikat.’

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Hangsa dalam melaksanakan peranannva sebagai pemberi jasa baik tidak
ikut serta secara akili melainkan hanya menawarkan jalan penyelesaian
kepadia kedua belah pihak kemudian mempersiapkan fasilitas vang
dibutulikan misalnya tempat perundingan atau fasilitas lainnya,

Poranan  Sekretaris  Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
mewakili Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB telah I:ua'rhasll
dilaksanakan dalam beberapa perselisihan internasional, antara lain™

A Senghketa Siprus (19840)

Dialam sengketa siprus ini Sekjen telah berhasil mencegah perumpahan
darah berkelanjutan dari perang vang telah berlangsung lebih dari 20
tahun antara etnis Turki dan Yunani di Siprus.

B. Senghketa Afghanistan {1980-an)

Senghketa ini melibatkan tiga negara vaitu Afganistan, Uni Soviet, dan
Pakistan. Dalam upava penyelesaaian senghketa ini, Sekjen menunjuk
ddan mengutus wakilnya Jendral Diego Cordovesz.

C. Senghketa lrak-Amerika Serikat (1998)

Sengketa kedua negara disebabkan kekerashatian pemerintah Irak untuk
melarang peninjau PBBE (UNSCOM) memeriksa ada tidaknva senjata
pemusnah massal dan biologis di wilayah Irak.

Sebagai conoh atas peran Sekjen PRE dalam Perang Malvinas/Falkland antara
Inggris dan Argenting kurang wakmn f bulan pada tabun 1981-19682 yang akhimya di
menangkan oleh Ingaris walaupun dalam kurun wakiu pertempuran ersebat juga
sudah ada negosiasi damal oleh PBB sebelumnya, namun di wlak oleh salah satu
pihak masing-masing, schenamya mundumys Argentina dari - Falkland Malvinas
tanpa masih menyisakan masalah vang belum s tertbukti sampal 2012 masih
terjicdl sengheta antara Inggris dan Argenting. Ini antinya perang tersebut dapat suaty
saat meletup kembali.Untuk menyelesaikan sengketa ketahap vang lebih
lanjut dengan melalui Jasa baik seknetarts jendral PBB, maka dapat hebah mudah

1G, Starke Merroduction o Teterrationad Lo, 1Y @l Butterwonhs, Lomsdon, 9959 him.
b 1
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melakukan  penyelesaian sengketa secara damai terlebih dabulu,  juga
penyelesaian lewat badan regional ataupun penyelesaian secara hukum.

MNegnsiasi, mediasi bisa dilakukan antara Inggris dan Argertina secara baik-baik.,
di dasari bawa Kodan yang cukup banyak di kedua belah pihak dan penyebab
peperangan vang hanya di karenakan pengalihan pandangan pada rejim militer
Argenting vang goncang, sangat dimungkinkan kedua negara mekakuikan negosiasi
terlebih dahule. Penyerahan kepada Dewan Keamanan di rasakan tidak
memungkinkan dikarenakan salah satu pihak veitu Inggrs adalah anggota tetap
Dewan Keamanan PBE yang mempunyai hak veto atas keputusan Dewan
Keamanan, dirasa tidak mungkin bagi Argenting uniuk seuju mengajukan masalah
tersebut ke Dewan Keamanan yvang bisa diramalkan akan mementingkan
kepentingan Inggris sehagai angpota wap Dewan Keamanan maka Dewan
Keamanan maupen Majelis umug dapat memerintahkan Sekretaris Jendral
untuk menggunakan jasa baiknya.

Pemberian wewenang ini meropakan prakiek umum. Tidak jarang pula
Sekjen mendapat tugas politik tertenty untuk menyelesaikan suatu senghketa.
Berdasarkan Pernyataan umum Sekjen PBE melalul pertemuan ke 2364
tanggal 21 mei 1982, menyatakan bahwa pentingnya untuk melakukan
aenjatan senjata diantara angkatan perang kedua belah pihak. pada tanggal
76 Mel 1982, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 505" vang meminta
Sekjen PBB, pada waktu itu Javier Perez de Cuéllar, untuk menggunakan
jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa kepulavan Falklands antara
Argentina dengan Inggris.
©. Peranan Sekretaris Jenderal PBB sebagai Konsiliator,

Sekretaris Jenderal Perserikatan  Bangsa-Bangsa dalam  mewakili
Majelis Umum dan Dewan Kemanan PBB dalam penyelesalan sengketa
internasional selain berperan sebagal mediator dan pemberi jasa baik juga
dapat berperan sebagai konsiliator,

1.G.  Mermils®  merumuskan  pengerttan  konsiliasi  dengan
mengemukakan bahwa:

Konsiliosi wdaloh swatu cara untuk  menvelesaikan  sengketa
internasional mengena keadaan apapun dimang suatu Komisi yang
dibentuk oleh pihak-pihak baik yang bersifat tetap atou ad hoc untuk
menangani suatu sengheta, berado pada pemeriksaan yang tidak
memihak atos sengketa tersebur dan berusaha untuk menentukarn
batas penvelesaion yang dapat diterima oleh pihok-pihak otou
memberi pihok-pihak pandgngan untuk menvelesaikannya sepert
Barntuan vang mereka pinta.

* Unied Mavons Secunzy Dol Resalution Mo Si5 1922 2 May 1962,
ooy .y P
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Hakim Maniy O.Hudson dalam bukunya 1G. Starke' berpendapat
bahwa:

Konsiliasi ... adolah suotw proses penyusunan  wselon-usulan
penyelesaian serelah diodakan suatn penyelidikon mengenai faksa
dan sudtu upaya wniuk mencari titik temu dari penderion-penderian
yang sangat bertentangon, pora pilkok delam sengketa it retap
bebas untuk  menerima  atau menolok  proposal-proposal  yang
digjukan tersebur,

Berdasarkan pengertian  konsiliasi menurwt kedua  pakar  hukum
internasional tersebut maka jelas bahwa penvelesaian sengketa melalui
konsiliasi diserahkan kepada sebuah panitia vang telah dibentuk oleh para
pihak vang bersengheta unwk mencari penjelasan tentang fakta-fakia vang
menyebabkan persengketaan itu timbul melalui suat penvelidikan. Hasil
penyelidikan terhadap fakia-fakta itn kemudian dikempulkan oleh panitia,
selanjutnya dilaporkan kepada kedua belah pihak tetapi laporan it ridak
memiliki kekeatan mengikat Fakia-takia vang telah diketabul dengan jelas
dan lengkap oleh pihak-pihak vang bersengketa dan atas dasar penjelasan
dari panitia akan memungkinkan para pihak dapat menyefesaikan sengketa
itu 5ecara damai dan terjadilah kerukunan kembali,

Timbulnya kensiliasi bermula dari perjanjian antara Swedia dan Chili
pada tahun 1920 yang menekankan pada penvelidikan, Perjanjian antara
Jerman dan Swiss tahun 1922 yang menetapkan konsiliasi dan arbitrase
sebagai alternatif cara penyelesalan sengketa amara kedua negara. Dalam
pesjanjian ini Dewan konsiliasi permanen diberi wgas menyelidiki fakta dan
hukum serta merumuskan proposal bagi suatu penyelesaian, Pada tahun
1922 juga Majelis LBB menerima resalusi Majelis vang merekomendasikan
NegaTa-negara anggota untuk mengadakan persetujuan yang mengater
penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Tahun 1975 dibentuk
perjanjian antara Prancis dan Swiss vang menetapkan tugas  Komisi
Konsiliasi permanen, sebagai berikut

fugas homist  Konsiliasi  permanen ioloh  unwk  menjelaskan
masalali dalam sengketa dergan tujuan unk mengumpulkan semua
keterangan yang berguna melalui penyelidikan atou dengan cara
lain dan berusaha untwk membawe pihak-pihak pada persetujuun.
Komisi ini setelat mempelajari kosus itn dapat mendekatkan podi
pihak-pihak  batas penvelesaian yang keliharannva  sesugd don
menetapkan  batas wokiy kapan harus mereka  membuat  swaty
keputusan. Pada akhir pemerikseannve komisi ity akon membuar
suaty laporan karena hal ini memungkinkan vang menyarakan
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hahwa pihak-pihak harus mencapai persetufuan dan jika perlu batas
persetujuan atau bahwa terbukti tidak mungkin untwk melokukan
penyelesaian. Pemeriksoon komuist kecuali jika pihak-pihak tidok
serufu harus diakhiri delam waktu eram bulan terhitung sejok hari
diserahkannya sengketa ity pada komisi tersebut,

Selanjutnva perjanjian-perjajian konsiliasi mulai berkembang dalam
hubungan antar negara seperti Perjanjian Multilateral tentang ketentuan
umum Penvelesalan Sengketa Intemasional secara Damai tahun 1928 dan
sehagainva.

Berdasarkan uraian diatas, maka antara metode penyelesaian konsiliasi
dan mediasi memiliki perbedaan meskipun antara Keduanya sama-sama
membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Perbedaan antara mediasi dengan
konsiliasi ialah dalam mediasi usul atau saran penyelesaian vang diberikan
oleh mediator dan fakwa-fakta vang diperoleh mediator semata-mata
berdasarkan informasi vang dipernleh dari para pihak vang bersengketa
sedangkan  dalam  konsiliasi  fakta-fakta diperoleh  berdasarkan  suamu
penvelidikan, Selain itu, prosedur penyelesaian secara konsiliasi lebih
bersifat formal bila dibandingkan dengan mediasi.

Sekretarts Jenderal PBB dalam menjalankan peranan sebagai konsiliator
terlebih dahule membeniuk suatu komisi penvelidik dan komisi tersebut
ditugaskan melakukan penyelidikan atas sebab-sebab terjadinya perselisihan.
Selanjutnya berdasarkan hasil pemyvelidikan itu Sekretaris Jenderal PBB
memberikan  rekomendasi  penyelesaian  kepada para  pihak namun
rekomendasi itu tidak bersifat mengikat,

Sengketa Internasional yang telah diselesaikan oleh Sekretaris Jenderal
PBB melalui konsiliasi antara lain sengketa antara Belgia- Denmark,
Prancis-Swiss, Swiss-Italia, dan kasus Roula 1956 antara [talia dan Yunani
sera kasus Jan Mayen,

2. Peranan Sekjen PBB Sebagai Atas Dasar Inisiatif Sendiri Atau
Permohonan Para Pihak

Sekjen PBB dalam penvelesaian senghketa internasional atas dasar
inisiatif sendin atau permohonan para pihak didasarkan pada arikel 99
Piagam PBB vang menyatakan:

The Secretary General may bring ta the arention of the Secretary
Council any maiter, which in this opinion, may threaten the
maintenarnce of international peace and Security

Berdasarkan Pasal 99 Plapam PBB tersebut Sekjen PBB mempunyai
peranan  atas dasar inisiatifova sendiri membawa suatu penyelesaian
sengketa internasioanal kepada Dewan Keamanan PBB yang menurut
pendapatnya dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.

el



Selanjutnya Sekjen PBB juga dapat memainkan peranannya menyelesaikan
sengheta internasional tersebut,

Peraman vang dilakukan oleh Sekjen PBB dalam menyelesaikan
sengherna internasional pada prinsipnya juga berperan sebagai pemberi jasa
baik, mediator,atau kensiliator,

Secara umum wigas dari Sekjen PBE dapat dikategorikan menjadi 2
Vil
a, Tupas Adminestratif

Pasal 97 Fiagam PBBR menetapkan Sekjen PBB sebagai  kepala
sekretariagt PEB. la mempunyai tugas untuk mempersiapkan tugas-tugas
kesekretariatan vang penting dan diperlukan unmk sidang-sidang majelis
umim, Dewan Keamanan, Dewan Ekanomi Sosial dan Dewan Perwalian,
Badan-Badan Khusus, dan badan-badan lain yang dibentuk oleh PBE,

Sebagai kepala administratif, maka berdasarkan Pasal 102 Plagam PBE,
Sekjen menerima pendaftaran dan mengumumkan setiap  perjan)ian
internasional yang diadakan oleh anggota PEB,

b. Tugas Eksekutif
Sebagai kepala eksekutlf Sekjen PRB dalam hubungannya dengan negara
anggotanya. Sekjen bertindak atas nama PBB dalam perjanjian antara

PBE dengan Amerika Serikat tentang markas hesar PRB yang berada di
New York.

Contoh kasus atas peran Sekjen PBBR dapat dilihatr dalam Perdebatan
mengenal wilayah sekitar Kuil Preah Vihear, Pada tahun 1958 dalam satu
usaha untuk meredakan ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja
Sekretaris Jenderal Hammarskild membicarakan masalah ini dengan para
pihak, berkonsultasi depgan anggota Dewan Keamanan PBB dan atas
permintaan para pihak mengirim Duta Besar Beck-Friis ke wilavah i
sebagai wakil istimewanya ™ Akhimva para pihak yang bersengheta
bersepakat  untuk membawa masalah ini ke hadapan  Mahkamah
Internasional.

C. PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya yang merupakan analisis terdahap
identifikasi masalah, teori-teort, aturan bukum internasional yang terkait, dan
hasil analisis dan kajian, maka kesimpulan dalam wlisan ini, yakni; Peranan
Sekretaris  Jemderal  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  penyelesaian

10 Memils, gpedt him. 228



sengketa menurul hukum internasional, Berdasarkan Piagam PBB, Secara
Umum Sekjen PBB memiliki Tugas Administratil menurst Pasal 97 Piagam
PEB menetapkan Sekjen PBB  sebagai  kepala sekretarisat PBB. la
mempunyal Tugas untuk mempersiapkan fugas-tugas kesekretariatan yang
penting dan diperlukan untuk sidang-sidang majelis umum, Dewan
Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial dan Dewan Perwalian, Badan-Badan
Khusus, dan badan-badan lain yang dibentuk oleh PBB. Sebagai kepala
administratif, maka berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, Sekjen menerima
pendaftaran  dan  mengumumkan  setiap  perjanjian  intemasional | vang
diadakan oleh anggota PBB. Selanjutnya Sekjen PBBE mempunvai Tugas
Eksekutif Sehagai kepala eksekutif Sekjen PBEB dalam hubungannya dengan
negara anggotanya. Sekjen bertindak atas nama PBE dalam perjanjian antara
PBB dengan Amerika Serikat tentang markas besar PBB vang berada di
New York. Sedangkan dalam penyelesaian senghketa intemasional Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu badan wtama
Perserikatan Bangsa-Bangsa vang sering berperan dalam membantu para
plhak vang berikai unmik menyelesaikan sengketanva secara damai. Sekjen
PBB dalam melakukan peranan penyelesaian sengketa  internasional
memiliki dua peran yang berbeda yaitu mewakili Majelis Umum atau Dewan
Kemanan dan berperan atas prakarsa sendiri atau atas permintaan para pihak
vang bersengketa. Sedangkan Benatuk Peranan  Sekjen PBB  dalam
Penyelesaian Sengketa internasional, ketlka melaksanakan tugasnya Sekjen
memang harus mendapat mandat dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum.
Oleh karena it dalam hal ini Sekjen berperan cukup penting dalam
menyelesaikan masalah  yang  berkenaan  dengan  sengketa-senghketa
internasional dan hal ini terbukti keberhasilannyva dalam berbagal kasus
Kemampuan Sekjen PBE untuk mengambil tindakan untuk memelihara
penyelesaian sengketa berdasarkan prakarsanya sendirl, tentu saja tdak
membawa jaminan apapun bahwa intervensi semacam ini akan berhasil,
Sebagai cara menvelesaikan sengketa, jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan
penemuan takta sangat wnduk pada pemaksaan yang sama sehingga apakah
cara itu dilakukan oleh Sekjen dan wakilnya atau pihak loar,

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran yakni:
sebaiknya dalam menyelesaikan senghketa Sekretaris Jenderal sebagai wakil
dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum memperhatikan cara-cara
penvelesaian sengketa secara damai sehingga dalam menyelesaikan masalah
harus terlebih dahulu menggunakan cara vang lebih batk dan efektif, agar
keputusan yang dibuat tidak merugikan kedua belah pihak. Sikap 5ekjen
PBBE harus lebih responsit terhadap segala bentuk ancaman terhadap
perdamaian  dan  keamanan dunia dengan menjalankan  menggunakan
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penyelesaian sengketa secara damal. Bentuk peranan Sekjen PBB pada
berbagai kasus dalam penyelesaian sengketa harus dengan ditandainya
diberikan kewenangan kbusus vang diatur dalam perjanjian imternasional
lainnya. Hal ini berujuan untuk mencegah setiap penggunaan kekerasan
yang dilakukan negara-negara dalam sengketa internasional Kewenangan
dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional vang berlaky,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku
Adolf, Huala., Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika,
Jakara, 2004,

Bennet, AL, Luernational Organizations (Principles and Issues), 5°
edition, Prentice Hall, Englewood cliffs, New Jersey, 1991,

Djamily, Mizwar, etal, Mengenal PBB dan 170 Negarg i Dunig, Kreasi
Jaya Utama, Jakarta, 1984,

Mauna, Boer, Hubkum Internasional (Pengeriian Peraman dan Fungsi
Dalam Era Dinamika Glabal), Edisi ke 2, PT. Alummi, Bandung,
2005.

Merrills, )G, International Dispute Settlement. Third Edition Cambridge
University Press, 1998,

Roberts, Adam dan Benedict Kingsbury, Presiding ther a Divided World:
Charging LN Roles, 1945-1993, Lynee Riener Publishers, London,

1994,

Sastromidjojo, Ali, Pengantar Hukum [nternasional, Bhratara, Takart
19710,

starke, V.G, Imtroduction o International Law, 10" ad Butterworths,
Lendon, 1989,

Suryokusuma, Sumaryo., Hukum Organisasi Internasional, Universitas
Indonesia Press, Jakarta, 1987,

———— « Organisasi Intermasional. Universitas Indonesia Press. lakarta,
L30T

Suwardi, Sri Setianingsih., Pengantar Hukum Organisoasi Internasional,
Ul Press, Jakarta, 2004,

---------- + Penyelesaian Sengheta Interngsional, U] Press, Jakarta, 2006,

Tsani, Mohd. Burhan, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty,
Yogyakarta, 1990,
I 145



B. Dokumen
Charter of United Nations 1945 {Piagam PEB 1345).
United Nations Security Council Resolution No. 505 1982, 26 May 1982,

146



